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BUPATIBENGKAYANG 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR: 5 TAHUN 2017 

TENTANG 

PIAGAM AUDIT INTERN 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
' I 
: BUPATI BENGKAYANG, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (l), ayat (2), dan ayat (3) 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melalrukan 
pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

'untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi 
'tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan 
penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan; 

b. ,Bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi 
'sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang di dalamnya 
termasuk pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola 
Aparat Pengawas Intern Pemerintah, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Piagam 
Audit Intern; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
i Bupati Bengkayang tentang Piagam Audit Intern di 
'Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 
'Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3823); 

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

JRepublik Indonesia Nomor 3851); 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

Menimbang 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor310); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 
ten tang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 
Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata 
Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Menteri · Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok- 
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, 
{Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 
19); 
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Menetapkan 

I 

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 
' Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti 
Rugi Keuangan Dan Barang Daerah (Lembaran Daerah 
' Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
" Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7); 
f 

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
' Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang 
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 

I, 

Kabupaten Bengkayang Nomor 11); 
" I 
' MEMUTUSKAN : 
I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. I Daerah adalah Kabupaten Bengkayang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. I Bupati adalah Bupati Bengkayang. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di 
' Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. 

5. i Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bengkayang. 
6. I Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bengkayang. 
7. ; Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) adalah 

jdokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati 
: terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas 

I penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bengkayang yang memuat tujuan, wewenang, 
j dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh 
I Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 

8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya 
disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk 
dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. 

9. , Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam 
i jabatan fungsional auditor (JFA), jabatan funsional pejabat 
! pengawas urusan pemerintah di daerah (P2UPD) dan 

pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi 
pengawasan yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab, 
serta hak dari pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan pemeriksaan. 

10. Auditi adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang 
diperiksa oleh Inspektorat. 

11. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang 
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 
terns menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, 
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 
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13. 
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Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya 
'disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang i diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan 
I pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
, Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, 
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain 
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi 
dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa 
kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang 
telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk 
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata 
kepemerintahan yang baik. 

Pasal 2 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Piagam Audit Intern merupakan peraturan yang dibuat dalam 
rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan tata 
kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta 
perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara 
mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, 

' pengendalian, dan proses tata kelola APIP. 

Pasal 3 
RUANG LINGKUP 

Lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Bengkayang 
meliputi audit intern secara berkala, audit dengan tujuan 
tertentu, reviu, evaluasi dan pemantauan serta aktivitas 
pengawasan lainnya. 

BAB II 
PIAGAM AUDIT INTERN 

Pasal 4 

(1) Piagam Audit Intern merupakan dokumen formal yang 
menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggungjawab kegiatan 
pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah. 

(2) Piagam Audit Intern memuat kedudukan dan peran 
Inspektorat, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi 
Inspektorat, kewenangan lnspektorat, tanggungjawab 
.lnspektorat, tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan 
Inspektorat Kabupaten Bengkayang kode etik dan standar 
audit APIP, persyaratan auditor lnspektorat, larangan 
perangkapan tugas dan jabatan auditor, hubungan kerja dan 
koordinasi, dan penilaian berkala. 

(3) Piagam Audit Intern dan lampiran ditandatangani oleh 
Bupati Bengkayang. 

(4) Bentuk, isi dan penjelasan piagam audit intern tercantum 
.dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian 
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i tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

12. 

13. 

,, 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya 
disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang i diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan 
I pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
, Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, 
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain 
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi 
dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa 
kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang 
telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk 
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata 
kepemerintahan yang baik. 

Pasal 2 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Piagam Audit Intern merupakan peraturan yang dibuat dalam 
rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan tata 
kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta 
perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara 
mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, 

' pengendalian, dan proses tata kelola APIP. 

Pasal 3 
RUANG LINGKUP 

Lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Bengkayang 
meliputi audit intern secara berkala, audit dengan tujuan 
tertentu, reviu, evaluasi dan pemantauan serta aktivitas 
pengawasan lainnya. 

BAB II 
PIAGAM AUDIT INTERN 

Pasal 4 

(1) Piagam Audit Intern merupakan dokumen formal yang 
menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggungjawab kegiatan 
pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah. 

(2) Piagam Audit Intern memuat kedudukan dan peran 
Inspektorat, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi 
Inspektorat, kewenangan lnspektorat, tanggungjawab 
.lnspektorat, tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan 
Inspektorat Kabupaten Bengkayang kode etik dan standar 
audit APIP, persyaratan auditor lnspektorat, larangan 
perangkapan tugas dan jabatan auditor, hubungan kerja dan 
koordinasi, dan penilaian berkala. 

(3) Piagam Audit Intern dan lampiran ditandatangani oleh 
Bupati Bengkayang. 

(4) Bentuk, isi dan penjelasan piagam audit intern tercantum 
.dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian 
4 

i tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 



BAB ill 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang. 

memerintahkan 
penempatannya 

2017 

suRAD torpor 
Diundangkan di Bengkayang 
Pada tanggal 4 Se?Lem¢ 2017 

fj. S�RAH KABUPATEN BENGKAYANG, 

Ditetapkan di Bengkayang 
Pada tanggal Se@kewoec 

d? BUPATI BE 

OBAJA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR: 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT NOMOR : 

BAB III 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang. 

memerintahkan 
penempatannya 

2017 

suRYAo torpor 

Ditetapkan di Bengkayang 
Pada tanggal Se@kewoc 

d BUPATI BE 

Diundangkan di Bengkayang 
Pada tanggal 4 Se?Lemec 2017 

lj. S�RAH KABUPATEN B1'lllGKAYANG, 

OBAJA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR: 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 



LAMPIRAN I 
KEPUTASAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR 59 TAHUN 2017 
TANGGAL : 4 Se?ewe¢ 2017 
TENTANG 
PIAGAM AUDIT INTERN DI UNGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG 

PIAGAM AUDIT INTERN 

1. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk 
pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi (consulting activities), 
yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional 
sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai 
tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur 
untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, 
kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik); 

2. Inspektorat Kabupaten Bengkayang adalah Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah {APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; 

3. Inspektorat Kabupaten Bengkayang memiliki kewenangan untuk mengakses 
seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil 
pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bengkayang yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam 
lampiran piagam ini; 

4. Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan 
bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara 
Lingkungan Pengendalian yang baik melalui: 
1) Penegakan integritas dan nilai etika; 
2) Komitmen terhadap kompetensi; 
3) Kepemimpinan yang kondusif; 
4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 
5) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat; 
6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia; 
7) Mewujudkan peran APIP yang efektif; 
8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. 

Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini adalah sebagaimana tercantum dalam 
lampiran piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam 
1n1. 
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Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern 
ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya 
dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau 
penyempumaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di 
bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan pre ik- 
praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. 

LAMPIRAN I 
KEPUTASAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR 59 TAHUN 2017 
TANGGAL : 44 Se?ewer 2017 
TENTANG 
PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG 

PIAGAM AUDIT INTERN 

1. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk 
pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi (consulting activities), 
yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional 
sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai 
tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur 
untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, 
kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik); 

2. Inspektorat Kabupaten Bengkayang adalah Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; 

3. Inspektorat Kabupaten Bengkayang memiliki kewenangan untuk mengakses 
seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil 
pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bengkayang yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam 
lampiran piagam ini; 

4. Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan 
bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara 
Lingkungan Pengendalian yang baik melalui: 
1) Penegakan integritas dan nilai etika; 
2) Komitmen terhadap kompetensi; 
3) Kepemimpinan yang kondusif; 
4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 
5) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat; 
6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia; 
7) Mewujudkan peran APIP yang efektif; 
8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. 

Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini adalah sebagaimana tercantum dalam 
lampiran piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam 
IOI. 

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern 
ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya 
dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/ atau 
penyempumaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di 
bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan pre ik- 
praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. 

4BUPATI BEN 

r1- SURYAD,Mfl..l,1--u 



LAMPIRANII 
KEPUTASAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR : 59 TAHUN 2017 
TANGGAL : 4 Se?ebc 2017 
TENTANG 
PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG 

PENJELASAN /SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP 

1. PENDAHULUAN 
1) Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan dolrumen 

formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab 
kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah. 

2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Bupati 
terhadap , arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas 
penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bengkayang. 

3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi 
pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan 
intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, 

' yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP), lnspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit 
pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat 
Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, lnspektorat/unit 
pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan 
Lembaga : Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit 
pengawasan intern pada Badan Hulrum Pemerintah lainnya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEK.TORAT KABUPATEN BENGKAYANG 
1) Inspektorat Kabupaten Bengkayang merupakan unit kerja yang dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung 
jawab langsung kepada Bupati Bengkayang. 

2) Struktur dan kedudukan lnspektorat Kabupaten Bengkayang adalah 
sebagai berikut: 
a. Struktur organisasi APIP hams dibentuk sesuai beban kerja 
b. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. 
c. Inspektur Kabupaten Bengkayang diangkat dan diberhentikan 

oleh Bupati Bengkayang sesuai dengan Peraturan Perundang- 
undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS. 

d. Inspektur Kabupaten Bengkayang bertanggungjawab langsung 
kepada Bupati Bengkayang. 

e. Auditor lnspektorat Kabupaten Bengkayang bertanggung jawab 
secara langsung kepada kepala lnspektur Kabupaten 
Bengkayang. 

3. VISI DAN MISI INSPEK.TORAT KABUPATEN BENGKAYANG 
a. Visi: 

Visi Inspektorat Kabupaten Bengkayang adalah : 
Terwujudnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah Yang Bersih dan Transparan" 

·, 
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KEPUTASAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR : 59 TAHUN 2017 
TANGGAL : 4 Se?cc 2017 
TENTANG 
PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG 

PENJELASAN /SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP 

1. PENDAHULUAN 
1) Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen 

formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab 
kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah. 

2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Bupati 
terhadap , arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas 
penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bengkayang. 
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pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan 
Lembaga : Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit 
pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEK.TORAT KABUPATEN BENGKAYANG 
1) Inspektorat Kabupaten Bengkayang merupakan unit kerja yang dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung 
jawab langsung kepada Bupati Bengkayang. 
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b. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. 
c. Inspektur Kabupaten Bengkayang diangkat dan diberhentikan 

oleh Bupati Bengkayang sesuai dengan Peraturan Perundang- 
undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS. 

d. Inspektur Kabupaten Bengkayang bertanggungjawab langsung 
kepada Bupati Bengkayang. 

e. Auditor Inspektorat Kabupaten Bengkayang bertanggung jawab 
secara langsung kepada kepala lnspektur Kabupaten 
Bengkayang. 

3. VISI DAN MISI INSPEK.TORAT KABUPATEN BENGKAYANG 
a. Visi: 

Visi Inspektorat Kabupaten Bengkayang adalah : 
Terwujudnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah Yang Bersih dan Transparan" 
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b. Misi 
1) Meningkatkan Peran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah yang Profesional. 
2) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bengkayang yang di Dukung Oleh SOM yang Handal 
dan Berkompeten. 

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG 
Tugas pokok lnspektorat Kabupaten Bengkayang adalah melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Pemerintah 
Kabupaten Bengkayang dan mempunyai fungsi: 

1) Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, 
evaluasi dan pelaporan 

2) Pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur 
3) Pengawasan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah 
4) Pengawasan di bidang pembangunan fisik 
5) Pengawasan di bidang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya 

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di1akukan dengan : 
1) menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan intern tahunan; 
2) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan 

sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah; 
3) melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan 

efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya 
manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya; 

4) memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang 
kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen; 

5) membuat laporan basil pengawasan dan menyampaikan laporan 
tersebut kepada pimpinan lembaga/kementerian/pemda dan 
auditan; 

6) memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut 
perbaikan yang telah disarankan; 

7) menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan 
intern yang dilakukannya; dan 

8) melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. 
Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas 
pokoknya dengan efektif, harus mampu: 

1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, 
efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas 
dan fungsi Instansi Pemerintah; 

2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas 
manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi 
Pemerintah; dan 

3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 

5. KEWENANGANINSPEKTORAT 
Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara 
memadai, Inspektorat Kabupaten Bengkayang memiliki kewenangan 
untuk: 
a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, 

dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan 
pelaksanaan fungsi pengawasan intern; 

b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan 
kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang 
diperluka dalam rangka pelaksanaan pengawasan; 
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kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang 
diperluka dalam rangka pelaksanaan pengawasan; 

I 



C. 

d. 
e. 
f. 

g. 

� 

lapo= dan mclakukan lmnsultasi dengan Bupati 
dan berkoordinasi dengan Pimpinan Iainnya. 
melakukah koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor 
eksternal.] 
Mengalok~sikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Bengkayang 
serta mentapkan frekuensi, objek, dan lingk:up pengawasan intern; 
Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan 

' . pengawasan intern; 
Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang 
diperlukan, baik yang berasal dari intern maupun eksternal 
Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam rangka pelaksanaan fungsi 

I • t pengawasan mnvern. 

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG 
' Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten 

Bengkayang bertanggungjawab untuk: 
a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan 

profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas 
hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang 
berlaku; I 

b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja 
Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal 
penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan 
mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan; 

c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan 
' sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara 

optimal; 
d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. 

' e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala 
aktivitas 

f 

pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati 
Bengkayang. 
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7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT 

KABUPATEN BENGKAYANG 
I 

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten 
Bengkayang adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian 
tujuan dan sasaran, yaitu: 
a. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang 

efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah 
Kabupaten Bengkayang. 

b. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang 
efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan 

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka 
lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Bengkayang meliputi: 
a. Audit intern secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Pemerintah Kabupaten Bengkayang; 
b. Audit derigan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Pemerintah Kabupaten Bengkayang; 
c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten 

Bengkayang, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah 
dan revi atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah 
KabupatT 1 Bengkayang; 

d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah 
Kabupaten Bengkayang, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana 
Dekonsenitrasi/Tugas Pembantuan; 
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Pemerintah Kabupaten Bengkayang; 
c. Reviu at-is penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten 

Bengkayang, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah 
dan revi atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah 
KabupatT 1 Bengkayang; 

d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah 
Kabupaten Bengkayang, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana 
Dekonsenitrasi/Tugas Pembantuan; 



e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, 
sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Perherintah Daerah. 

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Bengkayang adalah : 
1) Pemeriksaan Reguler; 
2) Pemeriks~an Kasus (Pengaduan); 
3) Pemeriksaan Khusus; 
4) Pemeriksaan Non PKPT; 
5) Pemeriksaan Serentak; 
6) Pemeriksaan Kinerja; 
7) Pemeriksaan Hibah/Bantuan Sosial; 
8) Pemeriksaan atas Pengelolaan Aset; 
9) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); 

10) Reviu LKIP Pemerintah Daerah; 
11) Reviu RKA SKPD dan RKA PPKD; 
12) Reviu RPJMD; 
13) Reviu Renistra; 
14) Reviu Renja; •• 15) Rencana Aksi SKPD; 
16) Roadmap Reformasi Birokrasi (RB) SKPD; 
17) Evaluasi LKIP; 
18) Evaluasi berkala Temuan Hasil Pemeriksaan; 
19) Monitoring Perencanaan Kegiatan Anggaran; 
20) Monitoring atas Kepatuhan Penyampaian LHKASN; 
21) Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan 

Korupsi; i 
22) Penyusunan Statistik Pengawasan; 
23) Penelitian dan Penelaahan Informasi; 

,, 
24) Pengendalian Intern Pemerintah; 

r 
25) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; 
26) Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan; 

e 
27) Inventarisasi Temuan Pengawasan; 
28) Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli); 
29) Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG); 
30) Pembangunan Zona Integritas (ZI); 
31) Membantu APH, Mendampingi/Memberikan Keterangan Ahli dalam 

Proses Penyidikan dan/atau Peradilan Kasus Hasil Pengawasan; 
32) Memproses Penyelesaian TPTGR; 
33) Pengawasaan dan Pemeriksaan yang diamanatkan oleh Undang- 

' Undang. i 

le 

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP 
Piagam Audit , Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan 
pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode 
Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik APIP 
dan Nomor: PER/O5/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP. 

9. 
PERSYARATJ 

AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT 
KABUPATEN BENGKAYANG; 
Persyaratan auditor intern yang duduk dalam lnspektorat Kabupaten 
Bengkayang s~kurang-kurangnya meliputi: 
a. Memiliki ]sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai 

peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor; 

I 
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e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, 
sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Perherintah Daerah. 

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Bengkayang adalah : 
1) Pemeriksaan Reguler; 
2) Pemeriks~an Kasus (Pengaduan); 
3) Pemeriksaan Khusus; 
4) Pemeriksaan Non PKPT; 
5) Pemeriksaan Serentak; 
6) Pemeriksaan Kinerja; 
7) Pemeriksaan Hibah/ Bantuan Sosial; 
8) Pemeriksaan atas Pengelolaan Aset; 
9) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); 

10) Reviu LKIP Pemerintah Daerah; 
11) Reviu RKA SKPD dan RKA PPKD; 
12) Reviu RPJMD; 
13) Reviu Renistra; 
14) Reviu Renja; •• 15) Rencana Aksi SKPD; 
16) Roadmap Reformasi Birokrasi (RB) SKPD; 
17) Evaluasi LKIP; 
18) Evaluasi berkala Temuan Hasil Pemeriksaan; 
19) Monitoring Perencanaan Kegiatan Anggaran; 
20) Monitoring atas Kepatuhan Penyampaian LHKASN; 
21) Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan 

Korupsi; i 
22) Penyusunan Statistik Pengawasan; 
23) Penelitian dan Penelaahan Informasi; 

,, 
24) Pengendalian Intern Pemerintah; 

r 
25) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; 
26) Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan; 

e 
27) Inventarisasi Temuan Pengawasan; 
28) Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli); 
29) Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG); 
30) Pembangunan Zona Integritas (ZI); 
31) Membantu APH, Mendampingi/Memberikan Keterangan Ahli dalam 

Proses Penyidikan dan/atau Peradilan Kasus Hasil Pengawasan; 
32) Memproses Penyelesaian TPTGR; 
33) Pengawasaan dan Pemeriksaan yang diamanatkan oleh Undang- 

' Undang. i 
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8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP 
Piagam Audit , Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan 
pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode 
Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik APIP 
dan Nomor: PER/O5/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP. 

9. 
PERSYARATJ 

AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT 
KABUPATEN BENGKAYANG; 
Persyaratan auditor intern yang duduk dalam lnspektorat Kabupaten 
Bengkayang s~kurang-kurangnya meliputi: 
a. Memiliki /sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai 

peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor; 
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b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, 
dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya; 

c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan 
disiplin ilru lain yang relevan dengan bidang tugasnya; 

d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP; 
e. wajib menhjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan 

tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan 
manajemen risiko; dan 

g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan 
profesionalismenya secara terus-menerus. 

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR; 
a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional 

kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat 
mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor. 

b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural. 

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI 
Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi 
pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Bengkayang perlu menjalin 
kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang 
berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), 
dan aparat pengawasan ekstern. 
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG DAN SATUAN KERJA 
a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka 

hubungan antara Inspektorat Kabupaten Bengkayang dengan satuan 
kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau 
antara konsultan dengan penerimajasa. 

b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), 
satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang 
relevan dengan ruang lingkup penugasan. 

c. Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang 
diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang dan melaporkan 
tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada 
lnspektorat Kabupaten Bengkayang sesuai dengan prosedur yang 
berlaku. I 

INSPEKTORAT 'KABUPATEN BENGKAYANG DAN KEMENTERIAN 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 
a. Inspektorat Kabupaten Bengkayang harus menggunakan kebijakan 

dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan 
oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan 
program pengawasan Inspektorat Kabupaten Bengkayang. 

b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang 
diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aaparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai 
kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan 
mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan. 

c. Koordinasi] pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun 
laporan hasil pengawasan. 

INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG DAN APARAT PENGAWASAN 
EKSTERN I 
a. Inspektorat Kabupaten Bengkayang menjadi mitra pendamping bagi 

aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik 
sebagai pehyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja 
pada saat pembahasan temuan audit. 
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b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, 
dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya; 

c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan 
disiplin ilru lain yang relevan dengan bidang tugasnya; 

d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP; 
e. wajib mehjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan 

tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan 
manajemen risiko; dan 

g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan 
profesionalismenya secara terus-menerus. 

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR; 
a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional 

kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat 
mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor. 

b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural. 

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI 
Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi 
pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Bengkayang perlu menjalin 
kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang 
berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), 
dan aparat pengawasan ekstern. 
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG DAN SATUAN KERJA 
a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka 

hubungan antara Inspektorat Kabupaten Bengkayang dengan satuan 
kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau 
antara konsultan dengan penerimajasa. 

b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), 
satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang 
relevan dengan ruang lingkup penugasan. 

c. Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang 
diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang dan melaporkan 
tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada 
Inspektorat Kabupaten Bengkayang sesuai dengan prosedur yang 
berlaku. I 

INSPEKTORAT 'KABUPATEN BENGKAYANG DAN KEMENTERIAN 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 
a. Inspektorat Kabupaten Bengkayang harus menggunakan kebijakan 

dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan 
oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan 
program pengawasan Inspektorat Kabupaten Bengkayang. 

b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang 
diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aaparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai 
kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan 
mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan. 

c. Koordinasi] pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun 
laporan hasil pengawasan. 

INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG DAN APARAT PENGAWASAN 
EKSTERN I 
a. Inspektorat Kabupaten Bengkayang menjadi mitra pendamping bagi 

aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik 
sebagai pehyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja 
pada saat pembahasan temuan audit. 
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b. Inspektorat Kabupaten Bengkayang dapat berkoordinasi dengan 
aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan 
lingkup penugasan Inspektorat. 

c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang 
disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan 
pengawasan bagi lnspektorat Kabupaten Bengkayang terbadap 
penyelenggaran tugas dan fungsi instansi. 

d. Inspektorat Kabupaten Bengkayang menyampaikan laporan hasil 
pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang- 
Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG DAN BADAN PEMERIKSA 
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
a. Inspektorat Kabupaten Bengkayang menjadi mitra kerja BPKP Selaku 

Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan 
meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi: 
1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP; 
2) sosialisasi SPIP; 
3) pendidikan dan pelatihan SPIP; 
4) pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan 
5) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern 

pemerintah. 
b. Inspektorat Kabupaten Bengkayang membangun kerjasama dengan 

BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintaban daerah dan meningkatkan kualitas 
LKPD. 

c. Inspektorat Kabupaten Bengkayang harus menggunakan peraturan- 
peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan 
oleh BPKP selaku lnstansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor. 

12. PENILAIAN BERKALA 
a. Inspektorat Kabupaten Bengkayang secara berkala harus menilai 

apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan 
dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern 
sehingga dapat mencapai tujuannya. 

b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan 
Bupati. 

13. PENUTUP 
Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila 
diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/ atau penyempurnaan 
guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang 
pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembang 
praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. 
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b. Inspektorat Kabupaten Bengkayang dapat berkoordinasi dengan 
aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan 
lingkup penugasan Inspektorat. 

c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang 
disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan 
pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Bengkayang terhadap 
penyelenggaran tugas dan fungsi instansi. 

d. Inspektorat Kabupaten Bengkayang menyampaikan laporan basil 
pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang- 
Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

lNSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG DAN SADAN PEMERIKSA 
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
a. Inspektorat Kabupaten Bengkayang menjadi mitra kerja BPKP Selaku 

Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan 
meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi: 
1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPlP; 
2) sosialisasi SPIP; 
3) pendidikan dan pelatihan SPIP; 
4) pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan 
5) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern 

pemerintah. 
b. Inspektorat Kabupaten Bengkayang membangun kerjasama dengan 

BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas 
LKPD. 

c. Inspektorat Kabupaten Bengkayang hams menggunakan peraturan- 
peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan 
oleh BPKP selaku lnstansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor. 

12. PENILAIAN BERKALA 
a. Inspektorat Kabupaten Bengkayang secara berkala hams menilai 

apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan 
dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern 
sehingga dapat mencapai tujuannya. 

b. Hasil penilaian secara berkala hams dikomunikasikan dengan 
Bupati. 

13. PENUTUP 
Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila 
diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/ atau penyempurnaan 
guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang 
pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembang 
praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. 
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